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BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
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BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapan
Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4687);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Menetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 |
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 (lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 8 Tahun
2020, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 257).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
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10.

11.

12.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD

adalah bagian dari Belanja Negara yang di alokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan yang terlah diserahkan kepada Daerah

- dan Desa.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wiliayah
vang berewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah yang diberikan Desa tertinggal dan dan Desa
sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki

hasil penilaian kinerja terbaik,
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan berdasarkan
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatife
antar Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu
dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampng seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat menyimpan uang daerh ditentukan oleh gubernur,
Bupati, walikota untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank umum yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di desa yang bersumber dari Dana Desa untu mengurangi dampak

eknomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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(2)

(3)

4)

(5)

(6)

BAB I
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Pagu Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.
Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana
Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster.
Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.
Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
kepada Desa dengan kinerja terbaik.
Penilian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

berdasarkan indikator penilaian:

a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi;

dan
b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh
persen);
pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 24% (dua puluh lima
persen); dan
4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh
lima persen).
Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa
dibagi berdasarkan indikator:
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
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(7)

(1)

(3)

(1)

d. tingkat kesulitan geografis bobot 30% (tiga puluh persen)
Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dihitung dengan menggunakan rumus :

AF Desa = {(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)} x AF
Kab/Kota
Keterangan:
AF Desa =  Alokasi Formula setiap Desa;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total
penduduk Desa Daerah;
Z2 =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total pendudk miskin desa Daerah,
Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas
wilayah IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah;
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah.
BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Berdasarkan rincian Dana Desa yang diterima setiap Daerah, Bupati
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa 65% (enam puluh lima persen);

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa 1% (satu persen);

c. Alokasi Kinerja setiap Desa 3% (tiga persen); dan

d. Alokasi Formula setiap Desa 31% (tiga puluh satu persen).
Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Daerah Tahun
Anggaran 2021 terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Gorontalo Utara,

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 4
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(3)

(4)

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a.

Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap desa, dengan rincian:

1,

40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa, dengan rincian:

1.

40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan
Maret; dan

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling lambat bulan berkenaan untuk bulan

ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

Setiap Desa, dengan rincian:

1,

20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Juni; dan

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk
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bulan kesebelas dan paling cepat bulan November bulan kedua

belas.

\

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Peyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik Dana menerima dokumen persyaratan penyaluran

dari Bupati, dengan ketentuan,

a.

C.

tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf

a angka 1 berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4)

huruf b angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian Kkeluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disaluran;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN
yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke
RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Angggaran 2019,
tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)

huruf c angka 1 berupa:
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(2)

)

(4)

(5)

(6)

(1)

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukan realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah
disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya;

Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap
II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
cukup anggaran perbulannya.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian keluaran, volume keluarna, satuan keluaran dan capaian
keluaran.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati
atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (seftcopy) atau
dokumen fisik (hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah
dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 6
Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4) huruf a angka 2 dan melakukan perekeman jumlah keluarga

penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selam 12 (dua belas)
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(2)

3)

4)

(5)

(6)

(7)

(@)

9)

bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
dan
b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya.
Penyaluran Dana Desa Tahap Il untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya.
Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hufuf c angka 2 untuk bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan
setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3)
dilakukan melalui aplikasi Onlien Monitoring Sistem Perbendaharaaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana
Desa disalurkan dengan besaran sebagaiman dimaksud dalam pasal 4
ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluraga menerima manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan
perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
paling lambat tanggal 31 Desaember.
Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai

penetapan keluarga penerima manfat BLT Desa sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan
perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
paling lambat tanggal 31 Desember

(10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan Kesatu tidak

(1)

dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat
dilakukan setelah melakukaan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan Sebelumnya.

Pasal 7
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepala desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. Tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capian keluaran Dana Desa
Tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35 (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapa keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran

2018 di RKD antara Pemerintah Dareah dan dan Pemerintah
Desa.

c. Tahap Il berupa,;

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)
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(2)

(3)

(4)

dan rata rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDES; dan

b. tahap II berupa; _

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya,

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
tahap | menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluarna menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap Il
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapa calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
cukup anggaran per bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
huruf ¢ angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka
1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
cara pangadaan, dan capaian keluaran

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu

pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT

Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a dan
menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala

desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap IIl untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah

kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati,

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember,

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan jumlah yang diporoleh dari realisai jumlah keluarga

penerima BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun

berkenaan.
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(7)

(1)

)

(4)

(6)

(1)

(2)

Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa
menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4).

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

. Pasal 9
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor di Desa.
Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha kecil mikro
kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi
Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa Digital, Desa wisata, usaha budidaya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan
perbaikan fasilitas Kesehatan.
Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmingrasi mengenai prioritas penggunan Dana Desa.

Pasal 10
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan
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(5

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

b.  tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, dan Program bantuan

Sosial Pemerintah lainnya.
Dalam hal keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan
pembelian pupuk.
Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala
Desa.
Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial.
Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas
selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa
selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan
Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana
Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan
pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluaraga penerima
manfaat BLT Desa.
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
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(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 11
Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis
yang ditetapkan oleh Bupati.
Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada
Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
Pasal 12

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanan BLT Desa.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Kketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran
dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh
Pemerintah Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat menyampaikan Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati cq Kepala
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kepala Badan
Keuangan.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap .
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu

kedua bulan Februari tahun berjalan
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(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(6)

(7)

(1)

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap [ sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15
Terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan
oleh KPPN dan dapat dimintakan konfirmasi serta klarifikasi kepada
Bupati.
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas.
a. sisa Dana desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Asistensi
Kabupaten dan Tim Aisstensi Kecamatan atas penyaluran dan
pengunaan dana desa.
Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan.
Hasil pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan
Dana Desa oleh Bupati.
Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan
kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 16
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf
a ditemukan sisa Dana Desa RKD, Bupati:

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa

desa rekening kas desa tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan

pemeriksaan,
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a
difasilitasi oleh Camat.

Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dimaksud
pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya
sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

Dalam hal Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, sisa Dana Desa
tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa
tentang perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala
Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan

dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak
melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VIII
PUBLIKASI DAN PARTISPATIF
Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah
Desa kepada masyarakat desa di ruang publik dan mudah di akses
masyarakat Desa.
Dalam publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditegaskan dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan
melibatkan peran masyarakat desa.
Sarana Publikasi dapat dilakukan melalui :
baliho;
papan informasi;
media elektronik;
media cetak;
media sosial;
website desa;

selebaran (leaflet);

S ®R ™0 Q0 TP

pengeras suara diruang publik; atau

i.  media lainnya sesuai kondisi desa.

Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa diruang

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi
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administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan
kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan
dan aset desa.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara
Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetepan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun

Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal, 20 Desember 2020

TI GORONTALO UTAy

B

Pada tanggal, %0 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR Y47
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : DESEMBER 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

il

PEDOMAN TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN,
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan
kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan

kebutuhan generasi Desa di masa depan.

MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Pedoman Teknis Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun Anggaran 2021 diharapkan arah kebijakan pembangunan dan
pembedayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa .
B. Tujuan
1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam
melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan
kewenangannya,
2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam
memfasilitasi penyelenggaraaan Kewenangan Desa berdasarkan
Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. Pedmoan Pemerintah dalam menetapakn prioritas penggunaan

Dan Desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa.
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III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang

dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa

dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

i

Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
Desa peduli Kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
Desa peduli lingkungan.

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan.

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat

Desa peduli Pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas

Desa ramah perempuan

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa

Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa

Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adaptif

Kepala Kabag Kaban Asisten | Sekda Wakil
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Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional

sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs

Desa:

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha

milik Desa/badan wusaha milik Desa bersama untuk

pertumbuhan ekonomi Desa merata meliputi

1.

pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

milik Desa Bersama.

penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa Bersama.

penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha milik Desa bersama; dan

pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a)
b)
<)
d)

e)

g

h)

j)
k)

pengelolaan hutan Desa

pengelolaan hutan adat

pengelolaan air minum

pengelolaan pariwisata Desa

pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan
perebusan)

pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah
mangrove dan wisata edukasi

pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi
pantai

pelatihan pembenihan ikan

pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk
perikanan; dan

pengolahan sampah

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,
pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa
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b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi
bersih dan terbarukan.

I

pembangkit listrik tenaga mikrohidro
pembangkit listrik tenaga biodiesel
pembangkit listrik tenaga matahari
pembangkit listrik tenaga angin
instalasi biogas

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan
Listrik Negara); dan

. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik

Desa yang sesuai dengan

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif

|

pembangunan usaha berskala produktif di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan
yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.

. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau

industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan.

penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran

produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.

4. pendayagunaan perhutanan social

5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah

lingkungan.
kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas

nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

a. Pendataan Desa

H o W

pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
pendataan pada tingkat rukun tetangga.
pendataan pada tingkat keluarga

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
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5. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

1.

penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan
Desa.

pemutakhiran peta potensi dan sumber

pembangunan Desa.

daya

kegiatan  pemetaan potensi dan sumber daya
pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem
administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi
digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem
informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa
berbasis aplikasi digital

pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi

a) tower untuk jaringan internet

b) pengadaan computer

c) Smartphone

d) langganan internet

5. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian

teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
Musyawarah Desa

d. Pengembangan Desa wisata

L

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata
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promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital

pelatihan pengelolaan Desa wisata

pengelolaan Desa wisata.

kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa
wisata; dan

kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

e. Penguatan ketahanan pangan

1.

pengembangan usaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk
ketahanan pangan

pembangunan lumbung pangan Desa

pengolahan pasca panen

kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa

f. Pencegahan stunting di Desa

gy

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di

Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-

Human Development Worker (e-HDW)

pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia

(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD).

tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan

stunting melalui rumah Desa sehat

memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan,

peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan

a) kesehatan ibu dan anak

b) konseling gizi

c) air bersih dan sanitasi

d) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu
hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan

kesehatan dan administrasi kependudukan
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e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan
perkawinan anak; dan

g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah
kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan
Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang
sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak
sekolah

g. Pengembangan Desa inklusif

i

kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan
rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok
rentan lainnya.

penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan
kelompok marginal dan rentan.

pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan
rentan

penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru
Desa meliputi:
a. Desa Aman COVID-19

1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya

a)

b)

seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar
rumah,

terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di
depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah,

tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes,

dan lain-lain; dan
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c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di i'uang
umum dan di dalam ruangan
2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu
siap digunakan ketika dibutuhkan
3. mempertahankan pos jaga Desa guna
a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa.
b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang
keluar masuk Desa
¢) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari
rantau; dan
d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga
Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri
b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan
Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1. ketua : Kepala Desa
2. wakil : ketua Badan Permusyawaratan desa
3. anggota

a) perangkat desa;
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c) kepala dusun,;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f) pendamping local desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama,;
1) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. mitra:
a) bhayankara Pembina keamanan dan ketertiban |
masyarakat (Babinkamtibmas);

b) binatara Pembina Desa (Babinsa); dan
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¢) pendamping desa.

Tugas relawan Desa aman COVID-19

a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di
Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan.

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap,
dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun
daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan

pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum

B. Penetapan Prioritas berasarkan Keweangan Desa

1

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan

peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa, antara lain

a.

Biaya Insnetif/honor Guru Taman Belajar Keagamaan,
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Biaya Insentif/Honorarium Guru Pendidikan Anak Usia
Dini/PAUD/TK Non PNS yang tidak menerima honor/Insentif
dari Pemeerintah Kabupaten/Provinsi, ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Biaya Insentif PPKBD dan Sub PPKBD, ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Kegiatan lainnya menjadi kewenagan desa yang disepakati
melalui Musyawarah Desa.

Pemberian Biaya Insentif/Honor dan Kkegiatan lainnya

mengacu pada Standar Harga Kabuapten Gorontalo Utara.

2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan

Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
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Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan
Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

IV. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari :
1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur
kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur
masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa;

b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau

dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur

Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d. Unsur Pelaksana dimaskud dari Aparatur Desa Pelaksana

Kewilayahan/Kepala Dusun.

e. Tugas dan Kewenangan TPK :

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data
harga pasar setempat dan/atau memperhitungkan ongkos
kirim atas barang/jasa yang akan diadakan;

2. Menetapkan  spesifikasi teknis Dbarang/jasa (bila
diperlukan);

3. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana
kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);

4, Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

5. Menandatangani Surat Perjanjian

6. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan

Barang/Jasa; dan
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7. Melaporkan

Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Pelaksana Kegiatan

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa,
Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
perangkat Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa, (PKPKD) Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada

Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan

keputusan kepala Desa terdiri dari:

a.

b
Cc.
d

Sekretaris (Koordinator)

. Kepala Urusan/Kepala Seksi (Anggota); dan

Bendahara/Kaur Keuangan

. Tugas dan Fungsi PPKD sebagaiman tercantum dalam

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019

Tentang Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Perencana Desa (Kader Teknis)

Kader Teknik Desa merupakan tenaga ahli dibidang

pembangunan infrastruktur yang berasal

dari warga/masyarakat desa. Kader Teknik Desa ditetapkan

melalui Keptusan Kepala Desa.

Tugas kader Teknis desa

a.

membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan

program/kegiatan/pekerjaan dibidang pembangunan
infrastruktur desa

Menyusun/membuat desain gambar rencana Teknik
kegiatan maupun gambar purna laksana.

melakukan analisas perhitungan volume pekerjaan fisik

d. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) bidang

Pembangunan Infrastruktur Desa.

membantu TPK/TPBJ untuk melaksanakan pekerjaan
pembanguann infrastrukut desa/sarana dan prasaran di
Desa

membantu Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan

(verifikasi) dan pengawasan lapangan atas hasil
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kegiatan /pekerjaan dari tahap perkembangan sampai pada
akhir kegiatan

g. tugas dan fungsi lainay berdasarkan peraturan-perundang-
undangan.

4. Pengawas Pembangunan Infrastrukur

Pengawasan Pembangunan Infrastrukut tenaga ahli dibidang

pembangunan infrastruktur. Pengawas Pembanguan

Infrastruktur ditetapakn melalui Keputsan Kepala Desa.

Tugas dan Fungsi Pengawas Pembangunan infrastruktur

a. membantu Pemerintah Desa pengendali pembangunan
infrastruktur desa

b. mengawasi terhadap gambar/desain, jadwal pelaksanaan,
syarat-syarat (spefikiasi) dan laporan/Analisa Teknik

c. membantu TPK/PBJ dan Pelaksana Kegiatan dalam
Pembangunan Infrastruktur desa

c. membantu Pemerintah desa dalam sertifikasi Pekerjaan
Infrastrukut .

d. tuga dan fungsi lainnya berdasaran peraturan perundang-

undang.

V. EVALUASI APBDESA
1. Persiapan Evaluasi

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya,
yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut

lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang

terdiri dari :
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1) Ketua : Camat

2) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait.

. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang

memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait

untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APB Desa.

. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam

melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.

. Dokumen Evaluasi
1) DokumenUtama
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD.
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
yang telah disepakati bersama BPD
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa.
(1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah;
atau
(2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
(3) Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

desa).

(4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun
berkenan

(5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang
pembentukan dan cadangan, perdes tentang
pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan
penyertaan modal BUMDesa, dll)
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b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
(1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asl-usul dan local berskala Desa
(3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
(4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
(5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
(6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah
(7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten
yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
(8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan
Desa
(9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah
3) Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2
(dua) tahap, yaitu:
a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen,

evaluasi
administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa
hal sebagai berikut:
(a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian
dokumen evaluasi.

(b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi
dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan

dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan
Desa;

(2) Langkah-langkah evaluasi:

(a) Langkah 1: Pengumpulan Dokumen evaluasi;
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4)

(b) Langkah 2: Pencatatan Nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua
dokumen;

(c) Langkah 3: Penelitian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua
dokumen;

(d) Langkah 4: Pembandingan tanggal penyampaian
semua dokumen dengan ketentuan
yang berlaku tentang batas waktu
penyampaian dokumen;

(e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang
hasil langka 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan
kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi
meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu
pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelang dokumen diterima
secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan
APB Desa.
Hasil Evaluasi
Setelah  selesai melaksanakan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi
menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam
Keputusan Camat.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan
temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang

Kepala Kabag Kaban Asisten | Sekda Wakil
DPMD Hukum Keuangan (\ Bupati

A |y Yy | 0| g 1V
—~




Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut

secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB
Desa, dan

b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB
Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa
Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati
Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan
Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada
Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas
melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana
Desa.
VII. PENGAWASAN
1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa,
dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi
pengawasan,
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka

penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh
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Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat
diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim  Fasilitasi
Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai
keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
a. Pengelolaan
1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya
Dana Desa; ‘
2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa;
3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
b. Penggunaan
1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang
ditargetkan;
3) tingkat penyerapan tenaga Kkerja yang tinggi;
4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok
miskin);
5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam
mendukung penggunaan Dana Desa;
6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang

ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan

oleh Tim Koordinasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi
sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa
piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan
Dana Desa tahun berikutnya;

2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan

akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
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XI

3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengénaan

sanksi dirumuskan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

PENUTUP

Demikian Pedoman teknis tentang mekanisme perencanaan,

pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2021 sebagai
pedoman dalam pelaksanaannya.

ﬂkEV’ATI GORONTALO UTARA, ’

INDRA YASIN
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